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1. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Mengingat

b. bahwa perlindungan dan pemberdayaan terhadap pekerja

migran Indonesia dan tenaga kerj a tan pa diskriminasi un tuk

memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak;

c. bahwa untuk menjamin hak dan kesempatan yang sama

bagi pekerja migran Indonesia dan tenaga kerja dalam

memperoleh penghasilan yang layak, Pemerintah Daerah

berkewajiban memberikan Perlindungan, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja.

Menimbang : a. bahwa tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan

yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan

pembangunan daerah;
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Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :

4720);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :

5216);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan

International Convention on the Protection of the Rights of All

Migrants Workers and Members of Their Families (Konvensi

Internasional mengenai Perlindungan Hak - Hak Seluruh

Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5314);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah t
2 ,/

tentangTahun 20076. Undang-Undang Nomor 21

Ketenagaketjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan

International Covenant on Economic, Social, and Cultural

Rights (Kovenan Internasional tentang Hak - Hak Ekonomi,

Sosial dan Budaya), (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 118,

Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4557);

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan

International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan

Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Nomor : 4558);

tentang

Republik Indonesia Nomor 3474);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom Kabupaten Lombok Barat.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasa11

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA

KERJA.

MEMUTUSKAN:

BUPATILOMBOKBARAT

Dan

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH

KABUPATENLOMBOKBARAT

Dengan Persetujuan Bersama

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Ten tang

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara

Repu blik Indonesia Nomor : 6141);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata

Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

12. Peraturan Menteri Ketenagaketjaan Nomor 9 tahun 2019

Tentang Mekanisme Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke

Luar Negeri.

Menetapkan
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pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom Kabupaten Lombok Barat.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.

mermmpmyangDaerahPemerintahpenyelenggara

sebagai unsur2. Pemerintah Daerah adalah Bupati

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA

KERJA.

MEMUTUSKAN:

BUPATIWMBOK BARAT

Dan

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH

KABUPATENLOMBOKBARAT

Dengan Persetujuan Bersama

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara

Repu blik Indonesia Nomor : 6141);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata

Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 tahun 2019

Tentang Mekanisme Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke

Luar Negeri;

Menetapkan
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat

yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan

rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat selanjutnya

disebut Dinas.

6. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang

selanjutnya disebut P3MI adalah Badan Hukum yang telah

memperoleh izm tertulis dari pemerintah untuk

menyelenggarakan pelayanan penempatan PMIdi luarnegeri.

7. Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut PMI adalah

setiap warga Kabupaten Lombok Barat yang memenuhi syarat

untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk

jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

8. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut CPMI

adalah setiap warga Kabupaten Lombok Barat yang memenuhi

syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri

dan terdaftar di instansi pemerintah kabupatenjkota yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

9. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi

fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya

kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam

masyarakat.

10. Perlindungan adalah segala upaya untuk perlindungan dalam

mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama,

maupun sesudah bekerja.

11. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin

yang diberikan oleh Pemerintah melalui BP2MIuntuk merekrut

CPMI, Umum, dan tenaga kerja dari daerah tertentu, untuk

jabatan tertentu dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna

tertentu dalam jangka waktu tertentu.

12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan

hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik

persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta

maupun milik negarajdaerah yang memperkerjakan pekerjaj

buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk

lain; dan usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang
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mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

13. Pekerja/Buruh adalah tenaga kerja yang bekerja dengan

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

14. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk

dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan

maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka,

mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna

memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan

kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan

pekerjaj buruh dan keluarganya.

15. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi,

memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi

kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat

ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan

kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

16. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK

adalah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi

tenaga kerja untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan

17. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat

LPKS adalah lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan

oleh swasta atau lembaga pelatihan kerja di perusahaan.

18. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah

gedung yang digunakan sebagai tempat berlatih dan

menambah ketrampilan untuk mempersiapkan diri dalam

memasuki dunia kerja.

19. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara

tertulis oleh Perusahaan yang memua syarat- syarat kerja dan

tata tertib perusahaan.

20. Petjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya disingkat PKB

adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara

serikat pekerja/ serikat buruh atau beberapa serikat

pekerjaj'serikat buruh yang tercatat pada Perangkat Daerah

yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan

Perusahaan atau beberapa Perusahaan atau perkumpulan

Perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan

kewajiban kedua belah pihak.

21. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Perusahaan dengan
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Pasal2
PerlindunganTenagaKerjadilakukan berdasarkan asas :

a. kesetaraan dan keadilan gender;
b. keterbukaan;

BABII

ASASDANTUJUAN

pekerjajburuh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai

unsur pekerjaan, upah dan perintah.

22. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi

tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai

pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang dan

pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami

oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,

bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

23. Upah adalah hak pekeIjajburuh yang diterima dan dinyatakan

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Perusahaan atau

pemberi kerja kepada pekerjajburuh yang ditetapkan dan

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi

pekerjajburuh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan

danj atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

24. Upah Minimum Kabupaten adalah upah minimum yang

berlaku di Kabupaten Lombok Barat.

25. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah

sistem penempatan tenaga kerja antar KabupatenjKota dalam

1 (satu) provinsi.

26. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD

adalah penempatan tenaga kerja antar Provinsi di wilayah

Republik Indonesia.

27. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN

adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri.

28. Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari

Kabupaten Lombok Barat atau dari daerah lain yang lahir di

Kabupaten Lombok Barat secara turun temurun atau

berdomisili di Kabupaten Lombok Barat yang dibuktikan

dengan Kartu Tanda Penduduk danj atau Kartu Keluarga.
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Pasal4
(1) Dinas wajib memberikan informasi kepada masyarakatjCPMI

secara berjenjang melalui pemerintah kecamatan dan
DesajKelurahan.

(2) Informasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) antara lain

BagianKesatu
Umum

BAB III

PEKERJAMIGRANINDONESIA

PerlindunganTenagaKerjabertujuan :
a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara
optimaldan manusiawi;

b.melaksanakan segala upaya untuk melindungi kepentingan
TenagaKerjadalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak­
haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. meningkatkan kesejahteraan TenagaKetjadan keluarganya;

d.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan
tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan
daerah; dan

e. Perlindungan Tenaga Kerja dalam rangka peningkatan
kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja
dan keluarga diarahkan dalam peningkatan produktivitas
tenaga kerja.

Pasal3

c. profesional;

d. persamaanjnon-diskriminasi;

e. anti perdagangan orang;

f. persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum;

g. peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial

tenaga kerja beserta keluarganya;

h. peningkatan produktivitas demi kelangsungan usaha dan

ramah investasi; dan

1. keterlibatan dan peran serta seluruh stakeholder dalam
penyelenggaraanketenagaketjaan.
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(1) Dinas memfasilitasi rehabilitasi PMI yang bermasalah atau

korban tindak kekerasan setelah tiba di daerah.

(2) Untuk fasilitasi rehabilitasi PMI korban tindak kekerasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerja

sarna dengan instansi terkait lainnya.

Pasal6

(1) P3MI memiliki petugas lapangan untuk melakukan

perekrutan CPMIyang telah terdaftar di Dinas.

(2) Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah karyawan atau orang lain yang ditunjuk oleh P3MI.

(3) Petugas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memiliki kartu identitas yang disahkan oleh Dinas.

(4) DesajKelurahan wajib meminta surat izin, data legalitas P3MI

kepada petugas yang akan mengadakan penyuluhan dan

pendataan dari Dinas.

(5) Segala tindakan petugas lapangan yang berkaitan dengan

proses perekrutan menjadi tanggungjawab P3MI.

Pasa17

Pasal 5

(1) P3MI yang melakukan perekrutan CPMI di daerah harus

memiliki Kantor Unit Pelayanan di Wilayah Kabupaten

LombokBarat.

(2) Kantor Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang untuk :

a. melakukan penyuluhan dan pendataan CPMI dan wajib

melaporkan ke Dinas dan DesajKeluarahan;

b. melakukan pendaftaran dan seleksi CPMI;dan

c. menyelesaikan kasus CPMIpada pra penempatan.

meliputi persyaratan CPMI, negara penempatan, hak dan

kewajiban PMI.

(3) Persyaratan dan perekrutan CPMI sebagaimana dimaksud

ayat (2)diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal12
(1) P3MIwajib membuat laporan tertulis tentang perkembangan

PMI di negara tujuan kepada Dinas sekurang-kurangnya 1

Pasal 11
Dinas melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap
penempatan PMIdi negara penempatan.

BagianKetiga
Masa Penempatan

Pasall0

Dinas wajib meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen
kelengkapan persyaratan CPMIdan Perjanjian Penempatan untuk
menjamin hak-hak CPMIpra penempatan.

(1) Setiap CPMI berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan

sesuai jenis pekerjaan yang diminati sebelum diberangkatkan.

(2) Untuk memastikan terpenuhinya hak CPMI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), P3MI harus menyampaikan laporan

kepada Dinas.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

paling lambat 3 (tiga)bulan setelah penempatan.

Pasal9

(1)P3MI wajib memberikan pelatihan keterampilan bahasa dan

budaya kepada CPMI.

(2)Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada

BLKjBLKLNpemerintahj swasta.

(3)Dinas melakukan pengawasan pelaksanaan BLKjBLKLN

terhadap CPMI yang berkerja dengan Lembaga Akreditasi

National atau Komite Akreditasi Lembaga Akreditasi (KALA)di

tingkat Provinsi.

Pasal8

Bagian Kedua

Pra Penempatan
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(2) Apabila pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan bukan oleh CPMljPMI yang bermasalah, maka

Pasal14

(1) CPMljPMI yang bermasalah dapat mengadukan

permasalahannya baik secara tertulis maupun lisan kepada

Dinas.

Bagian Kelima

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

melibatkan pemerintah desa, P3MI, Organisasi PMI, LSMdan

organisasi sosiallainnya.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan secara terpadu dengan Organisasi Perangkat

Daerah (OPD)lainnya.

a. Membangun kemandirian; dan

b. Meningkatkan daya saing untuk bekerja disemua sektor.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan

untuk:

Pasal13

(1) Dinas melakukan pembinaan terhadap PMIpuma penempatan

dan keluarga PMI untuk pengelolaan usaha produktif,

keuangan keluarga dan reintegrasi sosial serta ekonomi dengan

masyarakat.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berbentuk pelatihan keterampilan, pelatihan kewirausahaan

dan pelatihan lainnya.

Bagian Keempat

Puma Penempatan

(satu) tahun sekali secara online.

(2) Dinas dapat memberikan sanksi kepada P3MI yang tidak

memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan

Peraturan Bupati.
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Pasal18
Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan sama
untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kondisi
penyandang disabilitas dan tanpa diskriminasi kepada
penyandangdisabilitas.

Pasal17
(1) Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang

sama untuk memilih,mendapatkan, atau pindah pekerjaan
dan memperolehpenghasilanyang layak.

(2) Hak dan kesempatan untuk memilih, mendapatkan, atau
pindah pekerjaan dan memperolehpenghasilan yang layak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABIV
KETENAGAKERJAAN

BagianKesatu

Umum

Pasal 16

Mekanisme penyelesaian sengketa diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Bupati.

Pasal15

Dinas menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah menerima
pengaduan.

(3) Pemerintah DesaJKelurahan yang menerima pengaduan dapat

meneruskan pengaduan dimaksud kepada Dinas.

pengaduan dilakukan secara tertulis.
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Pasal21

(1) Pemberi kerja yang memerlukan Tenaga Kerja dapat

merekrut tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui

pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (2).

(2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

Pasal20

(1) Penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (1) terdiri dari :

a. Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL);dan

b. Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah

(AKAD).

(2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah :

a. Dinas; dan

b. Lembaga swasta berbadan hukum.

(3) Lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b terdiri dari Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

(LPTKS),Bursa Kerja Khusus (BKK), atau lembaga sejenis,

yang telah memperoleh izin tertulis dari Bupati atau pejabat

yang ditunjuk.

Pasal19

(1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas

terbuka, bebas, objektif, serta adil dan merata tanpa

diskriminasi dengan memperhatikan gender.

(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan

Tenaga Kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan

keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan

dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan

perlindungan hukum.

(3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan

memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan

penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Penempatan
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Pasal26
(1) Pelatihankerja dapat diselenggarakanoleh :

a. Balai Latihan Kerja (BLK)atau Lembaga Keterarnpilan
Ketja (LKK);danj atau

b. LembagaPelatihan Kerja(LPK).
(2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan ditempat pelatihan

Pasal25
(1) Perusahaan bertanggungjawab atas pemberian kesempatan

kerja kepada pekerja untuk meningkatkan danjatau
mengembangkan kompetensi kerjanya melalui pelatihan
kerja.

(2) Setiap pekeIjajburuh memiliki kesempatan yang sarna
untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal24
(1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan

kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha.
(2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang

mengacupada standar kompetensikerja.

Pasal23
(1) SetiapTenagaKerjaberhak untuk memperoleh peningkatan

danjatau pengembanganpotensi kerja sesuai dengan bakat,
minat, dan kemarnpuannyamelaluipelatihan kerja.

(2) Dinas dapat memfasilitasi tenaga kerja yang memiliki

kompetensiuntuk memenuhi kesempatan kerja.

Bagian Ketiga

Pelatihan Kerja

Pasal22

Setiap perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja kepada

Dinas.

mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan

Perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan,

dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.
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Pasal30

(1) Perusahaan dilarang mempekerjakan anak dibawah usia 18

Pasal29

(1) Setiap pekerjajburuh berhak mendapat perlindungan atas

keselamatan kerja, kesehatan kerja dan higienitas

perusahaan, lingkungan kerja, kesusilaan, pemeliharaan

moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat

manusia dan moral agama.

(2) Setiap perusahaan wajib melaksanakan perlindungan tenaga

kerja yang terdiri dari :

a. norma keselamatan kerja;

b. norma kerja;

c. norma kesehatan kerja dan higienitas perusahaan;

d. norma kerja anak dan perempuan ;dan

e. norma jaminan sosial tenaga kerja.

(3) Bentuk, prosedur dan tata cara pemberian Perlindungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang­

undangan.

Bagian Keempat

Perlindungan

Pasa128

(1) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem

pemagangan.

(2) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian

pemagangan an tara peserta dengan Perusahaan yang dibuat

secara tertulis.

(3) Dinas memfasilitasi pelaksanaan pemagangan.

Pasal27

Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasa126, harus mendapatkan izin dari instansi berwenang.

atau tempat kerja.

(3) Dinas melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap

pelaksanaan pelatihan kerja.
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Pasal30
(1) Perusahaan dilarangmempekerjakananak dibawah usia 18

Pasal29
(1) Setiap pekeIjajburuh berhak mendapat perlindungan atas

keselamatan kerja, kesehatan kerja dan higienitas
perusahaan, lingkungan kerja, kesusilaan, pemeliharaan

moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat
manusia dan moralagama.

(2) Setiapperusahaan wajibmelaksanakan perlindungan tenaga
kerjayang terdiri dari :
a. norma keselamatan kerja;
b. norma kerja;
c. norma kesehatan kerja dan higienitasperusahaan;
d. norma kerja anak dan perempuan ;dan
e. normajaminan sosial tenaga kerja,

(3) Bentuk, prosedur dan tata cara pemberian Perlindungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang­
undangan.

BagianKeempat

Perlindungan

(3) Dinasmemfasilitasipelaksanaan pemagangan.

(1) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem
pemagangan.

(2) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian

pemaganganantara peserta dengan Perusahaan yang dibuat

secara tertulis.

Pasal28

atau tempat kerja.

(3) Dinas melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap

pelaksanaan pelatihan kerja,

Pasal27
Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal26, harus mendapatkan izindari instansi berwenang.
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Pasal32
(1) Perusahaan wajibmengikut sertakan tenaga kerjanya dalam

program Jaminan Sosial diselenggarakan oleh Badan

PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS).
(2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

meliputi :
a. Jaminan Kesehatan
b. Jaminan kecelakaan kerja
c. Jaminan hari tua
d. Jaminan pensiun dan
e. Jaminan kematian

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

Pasal31
(1) Setiap pekerjaj'buruh berhak memperolehpenghasilan yang

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan
wajibmendapatkan upah paling sedikit sesuai dengan Upah

MinimumKabupaten.
(2) Bagi Perusahaan yang tidak mampu membayar Upah

Minimum Kabupaten dapat mengajukan permohonan
penangguhan kepada Gubemur.

(delapan belas) tahun.

(2) Dinas berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak

bekerja di luar hubungan kerja.

(3) Perusahaan yang mempekerjakan anak harus memenuhi

persyaratan :

a. ada izin tertulis dari orang tua/wali:

b. ada perjanjian kerja antara Perusahaan dengan orang

tua/wali;

c. waktu kerja maksimum 3 (tiga)jam sehari;

d. dilakukan siang hari dan tidak mengganggu aktivitas

pendidikan ;

e. keselamatan dan kesehatan kerja;

f. adanya hubungan kerja yangjelas; dan

g. menerimaupah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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Pasal34

Pemutusan hubungan kerja meliputi pemutusan hubungan

kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau

tidak berbadan hukum , milik orang perseorangan, milik

persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta

maupun milik negara, maupun usaha- usaha sosial dan usaha­

usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan

orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk

lain.

Bagian Keenam

Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal33

(1) Perselisihan hubungan industrial diupayakan penyelesaian

terlebih dahulu oleh pekerja /buruh atau serikat

pekerja/ serikat buruh dengan Perusahaarr/ gabungan

Perusahaan melalui perundingan bipartit secara

musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercapai kata sepakat dalam penyelesaian maka dibuat

perjanjian bersama yang ditandatangani para pada pihak.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak tercapai kata sepakat maka salah satu pihak atau

kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada

Perangkat Daerah yang menangani ketenagakerjaan dengan

melampirkan bukti telah diadakan perundingan bipartit

untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang­

undangan.

(4) Dalam pelaksanaan upaya penyelesaian peselisihan di

Perangkat Daerah melalui sidang mediasi dilaksanakan oleh

mediator yang diangkat sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(5) Prosedur dan tata cara mediasi dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyelesaian Perselisihan
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Pasal37

(1) Dalam hal perusahaan tidak mengikut sertakan pekerjanya

sebagaimana dimaksud psI 32 ayat (1) dikenakan sanksi

administrasi beru pa :

a. Peringatan tertulis.

b. Pembekuan perizinan yang diterbitkan Pemerintah

Daerah; dan j atau

Pasal36

(1) Kewajiban bagi Perusahaan untuk melaporkan pemutusan

hubungan kerja kepada Dinas yang membidangi

ketenagakerjaan,

(2) Prosedur dan tata cara Pemutusan Hubungan Kerja,

pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja

dan penggantian hak dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal35

(1) Perusahaan, pekerjajburuh, serikat pekerjajserikat buruh,

dan Pemerintah Daerah dengan segala upaya harus

mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan

kerja.

(2) Apabila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari,

maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib

dirundingkan oleh Perusahaan dan serikat pekerjaj serikat

buruh atau dengan pekerjajburuh apabila pekerjajburuh

yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat

pekerjaj serikat buruh.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak menghasilkan persetujuan, maka salah satu atau

kedua beIah pihak mengajukan permohonan penyelesaian ke

Perangkat Daerah dengan melampirkan bukti telah diadakan

perundingan bipartit untuk diproses sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka

para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan

penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan

Industrial.
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Pasal41
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

Pasal40
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Nomor5 Tahun 2008 Tentang Perlindungan TenagaKerja

Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun
2008 Nomor 5) dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 12)dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUANPERALIHAN

Pasal39

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak

pidana selain sebagaimana tersebut dalam Pasal 38, diancam

pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang­

undangan

BABV

KETENTUANPIDANA

Pasal38

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5, 8, dan 12 diancam dengan hukuman kurungan

paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak

Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

c. Pencabutan izin.

(2) Dalam hal perusahaan setelah diberikan sanksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikut

sertakan psI 32 dalam program jaminan sosial sebagaimana

dimaksud ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai dengan

Peraturan Daerah ini.
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LEMBARANDAERAHKABUPATENLOMBOKBARATTAHUN2021 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PROVINSI NUSATENGGARABARATTAHUN2021 NOMOR 1

H. BAEHAQI,

• H~ • ___ -JL~-..
- I

(

\HoFAUZA

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 6 Agustus 2020

~ MBOKBARAT~.'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal42

lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
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Pasal1
Cukup jelas.

Pasal2
Cukup jelas.

Pasal3
Cukup jelas.

Pasal4
Cukup jelas.

II. PASALDEMIPASAL

kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan.
Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk
memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga
dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang
merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya
maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak
azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan

dihormati.
Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27ayat
(2)menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya,
keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya

warga negara Indonesia/Plvll mencari pekerjaanke luar negeri. Oleh karena
itu diperlukan Perlindungan bagi tenaga kerja baik yang bekerja di dalam
maupun di luar negeri. Adapun dibentuknya Perturan Daerah tentang

Perlindungan Tenaga Kerja di Kabupaten LombokBarat merupakan sarana
penting secara legalistik dan yuridis normatif sebagai dasar dalam
pelaksanaan Perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Lombok Barat baik
yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri.

makna yang sangat penting dalamPekerjaan mempunyai
I. PENJELASANUMUM

PERLINDUNGANTENAGAKERJA

PENJELASANATAS

PERATURANDAERAHKABUPATENLOMBOKBARAT

NOMOR5 TAHUN2020

TENTANG
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Pasa15
Cukup jelas.

Pasal6
Cukup jelas.

Pasa17
Cukup jelas.

Pasal8
Cukup jelas.

Pasal9
Cukup jelas.

Pasall0
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal12
Cukup jelas.

Pasal13
Cukup jelas.

Pasal14
Cukup jelas.

Pasal15
Cukup jelas.

Pasal16
Cukup jelas.

Pasal17
Cukup jelas.

Pasal18
Cukup jelas.

Pasal19
Cukup jelas.

Pasal20
Cukup jelas.

Pasal21
Cukup jelas.

Pasal22
Cukup jelas.

Pasal23
Cukup jelas.

Pasal24
Cukup jelas.

Pasal25
Cukup jelas.

Pasal26
Cukup jelas.

Pasal27
Cukup jelas.

Pasal28
Cukup jelas.

Pasal29
Cukup jelas.
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021
NOMOR 170

Pasal30
Cukup jelas.

Pasal31
Cukup jelas.

Pasal32
Cukup jelas.

Pasal33
Cukup jelas.

Pasal34
Cukup jelas.

Pasal35
Cukup jelas.

Pasal36
Cukup jelas.

Pasal37
Cukup jelas.

Pasal38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal40
Cukup jelas.

Pasal41
Cukup jelas.


